
Kementerian Agama

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024 

Halaman: 1/23

INFORMASI SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS

TAHUN PMPZI : 2024

KODE/NAMA SATUAN KERJA : 575621/MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 ACEH UTARA

PENANGGUNGJAWAB : NIP 575621/Pegawai 575621

ALAMAT : Jl. Banda Aceh-Medan Km.308 Lhoksukon Kab. Aceh Utara ACEH

NO PENILAIAN JAWAB NILAI % NAMA DOKUMEN PENDUKUNG FILE DOKUMEN PENDUKUNG

1 PENGUNGKIT 56.99 94.98%

2 PEMENUHAN 29.84 99.45%

3 MANAJEMEN PERUBAHAN 4 100%

4 Penyusunan Tim Kerja 0.5 100%

5 Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas
Keterangan:
Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.

Y 1 SK Tim Kerja /1 (1) 3.1 Pembentukan Tim Zona Integritas dan SK
Tim Zona Integritas

6 Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
Keterangan:
a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam
unit kerja
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur
dalam unit kerja
c. Jika tidak di seleksi.

A 1 4. Prosedur / Mekanisme Penentuan Tim Kerja Zona
Integritas

(1) 4.1 Mekanisme Pembentukan Tim Kerja Zona
Integritas

7 Rencana Pembangunan Zona Integritas 1 100%

8 Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
Keterangan:
Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.

Y 1 Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas
Tahun 2023

(1) 6.1 Terdapat Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas

9 Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
Keterangan:
a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan
WBK/WBBM
b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM

A 1 Dokumen target prioritas pembangunan ZI (Program Tim
Kerja)

(1) 7.1 Dokumen Rencana Pembangunan Terdapat
Target Prioritas

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562150_1734925294_Eviden 3 Pembentukan Tim untuk Pembangunan ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562150_1734925294_Eviden 3 Pembentukan Tim untuk Pembangunan ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562151_1734925383_Eviden 4 Mekanisme Pembentukan Tim untuk Pembangunan ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562151_1734925383_Eviden 4 Mekanisme Pembentukan Tim untuk Pembangunan ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562152_1734928641_Eviden 6 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562152_1734928641_Eviden 6 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562153_1735031078_Eviden Dokumen rencana pembangunan terdapat target prioritas .pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562153_1735031078_Eviden Dokumen rencana pembangunan terdapat target prioritas .pdf
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10 Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan
WBK/WBBM
Keterangan:
a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk
menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara
berkala
b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak
secara berkala
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan

A 1 8. Dokumen Sosialisasi Zona Integritas Internal dan
Eksternal

(1) Sosialisasi pembangunan Zona Integritas

11 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1 100%

12 Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
Keterangan:
a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

A 1 Capaian matriks kerja dan target prioritas (1) Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas

13 Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
Keterangan:
a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala
c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala
d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona
integritas

A 1 Monitoring dan evaluasi monitoring ZI (Program tim Kerja
yg monitoring)

(1) Eviden 11 Laporan Monev Program Kerja Tim
Kerja ZI

14 Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
Keterangan:
a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring danevaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti
c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti
d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

A 1 Laporan kegiatan tindak lanjut hasil monev Pembangunan
ZI

(1) 12 Hasil Monitoring dan evaluasi yang telah
ditindaklanjuti

15 Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5 100%

16 Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan
WBK/WBBM
Keterangan:
ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.

Y 1 Pimpinan berperan sebagai Role model pembangunan ZI
(Sk Role Model)

(1) Sk Role Model

17 Sudah ditetapkan agen perubahan
Keterangan:
a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan
pada unit kerjanya
b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap
perubahan pada unit kerjanya
c. Jika belum terdapat agen perubahan

A 1 Sk Agen Perubahan (kma 504 tahun 2018) inovasi agen
perubahan

(1) Sk Agen Perubahan

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562154_1721626684_media sosial, benner dan web.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562155_1735122694_Eviden 10 Capaian Kinerja ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562156_1735122551_Eviden 11 Laporan Monev Program Kerja Tim ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562156_1735122551_Eviden 11 Laporan Monev Program Kerja Tim ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562157_1735122929_Eviden Hasil Monev Tidak Lanjut.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562157_1735122929_Eviden Hasil Monev Tidak Lanjut.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562158_1720503591_Role Model20240709_12370542.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562159_1720503557_Agen Perubahan20240709_12361748.pdf
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18 Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
Keterangan:
a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan
mampu mengurangi resistensi atas perubahan
b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih
terdapat resistensi atas perubahan
c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir

A 1 naskah kebijakan pembangunan budaya kerja dan
perubahan mindset

(1) 12.1 Budaya Kerja dan Pola Pikir di lingkungan
kerja

19 Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
Keterangan:
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM

A 1 penetapan kebijakan pembagian peran hasil tim
pembangunan Zi

(1) 17. Partisipasi Anggota dalam Pembangunan ZI

20 PENATAAN TATALAKSANA 3.5 100%

21 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1 100%

22 SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
Keterangan:
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan
inovasi yang selaras
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis

A 1 1. peta proses Bisnis KMA nomor 1364 tahun 2021
tentang peta proses bisnis

(1) Peta Proses Bisnis

23 Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
Keterangan:
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga
melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi

A 1 1.Dokumen SOP 2. Inovasi tentang pelaksanaan SOP
(Matrik SOP)

(1) SOP Realisasi Anggaran
(2) SOP Bimbingan Konseling
(3) SOP PPDB
(4) SOP Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar
(5) SOP Keamanan
(6) SOP Komite Madrasah
(7) SOP Layanan Perpustakaan
(8) SOP Penatausahaan SAI
(9) SOP Pengadaan Barang secara Langsung
(10) SOP Pengadaan Barang
(11) SOP Penggunaan Lab
(12) SOP Persuratan Dinas
(13) SOP Pembayaran Anggaran Belanja

24 Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
Keterangan:
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah
dievaluasi

A 1 Notula rapat evaluasi sop (1) 2.1.c Notulen Rapat Evaluasi Standar
Operasional Prosedur (sop)

25 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 100%

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562160_1735123175_Eviden 12 1 COre Value ASN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562160_1735123175_Eviden 12 1 COre Value ASN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_562161_1735187386_Eviden 1.17 Partisipasi Anggota dalam Pembangunan ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572382_1730513309_.KMA 1364 THN 2021. PETA PROBES KEMENAG 2021.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731917879_SOP Analisis Realisasi Anggaran.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731917774_SOP Bimbingan Konseling.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731917961_SOP PPDB.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918020_SOP Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918049_SOP Keamanan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918156_SOP Komite Madrasah.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918237_SOP Layanan Perpustakaan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918393_SOP Penatausahaan SAI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918492_SOP Pengadaan Barang dg Pemilihan Langsung.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918531_SOP Pengadaan Barang.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918577_SOP Penggunaan Lab.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918609_SOP Persuratan Dinas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572383_1731918661_SOP Pembayaran Anggaran Belanja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572384_1735121825_Eviden 2 1 c Evaluasi Standar Operasional Prosedur (sop).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572384_1735121825_Eviden 2 1 c Evaluasi Standar Operasional Prosedur (sop).pdf
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26 Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
Keterangan:
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang
menggunakan teknologi informasi
c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang
menggunakan teknologi informasi

A 1 1. Screenshot aplikasi kinerja unit dan SIPKA 2. Sampling
satu SKP

(1) ekinerja dan sipka

27 Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
Keterangan:
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi secara terpusat
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi
manajemen SDM

A 1 Screenshot aplikasi Myasn, Pusaka Presensi, Simpeg5 (1) aplikasi yang digunakan asn untuk memantau
kinerja pegawai

28 Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi
informasi
Keterangan:
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi secara terpusat
c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi

A 1 Screenshot Aplikasi Pusaka, Sosmed, Website (1) bentuk pelayanan publik yang menggunakan
Teknologi Informasi

29 Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM,
dan pemberian layanan kepada publik
Keterangan:
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik sudah dilakukan secara berkala
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik

A 1 laporan monitoring dan evaluasi teknologi informasi (1) 2.3.b Monev pelaksanaan kebijakan Keterbukaan
Publik

30 Keterbukaan Informasi Publik 0.5 100%

31 Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
Keterangan:
a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang
menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat
diakses secara mutakhir dan lengkap
c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik

A 1 SK PPID (1) 2.3.a Penerapan Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik

32 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
Keterangan:
a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik dan telah ditindaklanjuti
b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti
c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik belum dilakukan

A 1 Monitoring dan Evaluasi Kterbukaan Informasi Publik (ss
Ulasan publik Google review)

(1) google review

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572385_1720410125_sipka dan ekin.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572386_1717122591_E-kinerja.jpg
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572386_1717122591_E-kinerja.jpg
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572387_1717123009_website.jpg
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572387_1717123009_website.jpg
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572388_1735122015_Eviden 2 3 b Monev Pelaksanaan keterbukaan publik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572388_1735122015_Eviden 2 3 b Monev Pelaksanaan keterbukaan publik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572389_1735115775_Eviden 2 3 a Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572389_1735115775_Eviden 2 3 a Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572390_1720409757_Screenshot (10).jpg
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33 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 4.84 96.7%

34 Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0.25 100%

35 Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Keterangan:
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.

Y 1 dokumen rencana kebutuhan pegawai, memuat beban
kerja pekerjaan (anjab&ABk peta jabatan)

(1) 3.1.a Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai

36 Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan
Keterangan:
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

A 1 1. Anjab 2. ABK 3. peta jabatan (1) 3.1.b Penempatan Pegawai Hasil Rekrutmen
murni Mengacu Pada Kebutuhan Pegawai

37 Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Keterangan:
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.

Y 1 1. laporan monev penempatan pegawai memenuhi
kebutuhan jabatan 2. sampling SKP ( Kamad, Kaur Tu,
Pelaksana)

(1) 3.1.c Monitoring dan Evaluasi Penempatan
Pegawai

38 Pola Mutasi Internal 0.5 100%

39 Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan
Keterangan:
Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
pengembangan karier pegawai.

Y 1 dokumen mutasi jabatan pegawai yang didasari oleh
pengembangan karir pegawai

(1) 3.2.a Mutasi Antar Jabatan

40 Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
Keterangan:
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit
kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

A 1 3.2.b Dokumen Mutasi Pegawai (1) 3.2.b Dokumen Mutasi Pegawai

41 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Keterangan:
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

Y 1 Rekap Hasil Monitoring dan Evaluasi Mutasi yang terkait
dengan perbaikan kinerja

(1) 3.2.c Monev Mutasi

42 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.25 100%

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572815_1735030752_Eviden 3 1 a Rencana Kebutuhan Pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572816_1735030628_Eviden 3 1 b penempatan pegawai Mengacu pada kebutuhan pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572816_1735030628_Eviden 3 1 b penempatan pegawai Mengacu pada kebutuhan pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572817_1734928115_Eviden 3 1 c Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572817_1734928115_Eviden 3 1 c Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572818_1734928035_Eviden 3 1 a Mutasi Antar Jabatan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572819_1722911479_ZIWBK Evident 32b Dokumen Mutasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572820_1722834206_ZIWBK Eviden 32c Monev Mutasi20240805.pdf
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43 Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi
Keterangan:
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi.

Y 1 Dokumen training need analysis (1) 3.3.a Training Need Analysis untuk
Pengembangan Kompetensi

44 Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Keterangan:
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan
hasil pengelolaan kinerja pegawai
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

A 1 Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai
yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
pegawai

(1) 3.3.b Penyusunan Rencana Pengembangan
Kompetensi Pegawai

45 Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
Keterangan:
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >25%-50%
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75%
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >75%-100%

A 1 Dokumen kesenjangan kompetensi (data yang
membandingkan antara kompetensi pegawai sesuai
standar kompetensi sesuai jabatan masing-masing
dengan data kompetensi pegawai)

(1) 3.3.c Kesenjangan Kompetensi Pegawai dg
Standar Kompetensi yang di Tetapkan

46 Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti
diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
Keterangan:
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

A 1 Matrik data pegawai yang mengikuti diklat, workshop,
Bimtek, shortcourse yang diselenggarakan oleh K/L atau
pihak lain

(1) 3.3.d Kesempatan Mengikuti Diklat atau
Pengembangan Kompetensi

47 Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
Keterangan:
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh
pegawai
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
besar pegawai
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
kecil pegawai
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai

A 1 Daftar pengembangan kompetensi pegawai yang
dilaksanakan oleh satker

(1) 3.3.e Upaya Pengembangan Kompetensi
Pegawai

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572821_1735013595_Eviden 3 3 a Training Need Analysis utk Pengembangan Kompetensi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572821_1735013595_Eviden 3 3 a Training Need Analysis utk Pengembangan Kompetensi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572822_1735035224_Eviden 3 3 b Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572822_1735035224_Eviden 3 3 b Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572823_1735013694_Eviden 3 3 c Kesenjangan Kompetensi pegawaii.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572823_1735013694_Eviden 3 3 c Kesenjangan Kompetensi pegawaii.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572824_1735014165_Eviden 3 3 d Kesempatan Mengikuti Diklat_11zon.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572824_1735014165_Eviden 3 3 d Kesempatan Mengikuti Diklat_11zon.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572825_1735014763_Eviden 3 3 e Upaya Pengembangan Kompentensi pada Pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572825_1735014763_Eviden 3 3 e Upaya Pengembangan Kompentensi pada Pegawai.pdf
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48 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Keterangan:
a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala
b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala
c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan

A 1 Laporan/matrik hasil Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Kompetensi yang terkorelasi dengan
perbaikan kinerja

(1) 3.3.f Monev Pengembangan Kompetensi

49 Penetapan Kinerja Individu 1.84 91.75%

50 Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja
organisasi
Keterangan:
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta
perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi

A 1 1. Cascading/pohon kinerja yang menggambarkan
keselarasan Perkin dengan SKP Pegawai 2. Perkin 3.
Sampling SKP

(1) 3.4.a Penetapan Kinerja Individu Terkait Dengan
Perjanjian Kinerja Organisasi

51 Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya
Keterangan:
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya

B 0.67 1. Cascading/pohon kinerja yang menggambarkan
keselarasan Perkin dengan SKP Pegawai 2. Perkin 3.
Sampling SKP

(1) 3.4.b Ukuran Kinerja Individu Sesuai dengan
indikator kinerja individu

52 Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
Keterangan:
a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan

A 1 1. LKB/Rekap LKB 2. Screnshoot/sampling unduhan
Aplikasi yang mengukur Laporan Kinerja individu

(1) 3.4.c. Pengukuran Kinerja Individu

53 Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
Keterangan:
Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian
reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)

Y 1 Pemberian Reward dan Punishment Pegawai yang
didasari oleh kinerja

(1) 3.4.d Pengukuran kinerja sebagai dasar
pemberian Reward

54 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.75 100%

55 Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
Keterangan:
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi

A 1 1. Kebijakan-kebijakan pimpinan satker terhadap aturan
disiplin, mis. Jam kerja, absensi, penggunaan seragam, dll
2. SK penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran aturan
disiplin/kode etik/kode prilaku 3. Hasil penelitian/survei
tentang pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku 4. Data dukung Inovasi

(1) 3.5 Implementasi Peraturan disiplin/Kode Etik
Pegawai dan siswa

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572826_1735019547_Sampul 3 3 f Monev Pengembangan kompetensi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572827_1735022422_Eviden 3 4 a Penetapan Kinerja Individu Terkait Dengan Perkin Organisasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572827_1735022422_Eviden 3 4 a Penetapan Kinerja Individu Terkait Dengan Perkin Organisasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572828_1735022812_Eviden 3 4 b Ukuran Kinerja Individu Sesuai dengan indikator kinerja individu.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572828_1735022812_Eviden 3 4 b Ukuran Kinerja Individu Sesuai dengan indikator kinerja individu.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572829_1735023716_Eviden 3.4.c Pengukuran Kinerja Individu.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572830_1735025280_Eviden 3 4 d  Pemberian Reward.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572830_1735025280_Eviden 3 4 d  Pemberian Reward.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572831_1735026124_Eviden 3.5 Implementasi Peraturan disiplin Pegawai dan Siswa.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572831_1735026124_Eviden 3.5 Implementasi Peraturan disiplin Pegawai dan Siswa.pdf
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56 Sistem Informasi Kepegawaian 0.25 100%

57 Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
Keterangan:
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan
dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan
dimutakhirkan namun secara berkala
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan

A 1 Sampling download pemutakhiran (before /sebelum
dimutakhirkan dan setelah dimutakhirkan), mis SIMPEG,
My SAPK atau aplikasi yang dimiliki satker

(1) 3.6 Dokumen Pemuktakhiran data Informasi
Pegawai

58 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5 100%

59 Keterlibatan Pimpinan 2.5 100%

60 Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan
perencanaan
Keterangan:
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan
b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya
menandatangani)

A 1 Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Kegiatan penyusunan
Perkin

(1) RENSTRA MAN 2 ACEH UTARA TAHUN
2020-2024
(2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) MAN 2 Aceh
Utara
(3) Laporan Kinerja Truiwulan II Man 2 Aceh Utara

61 Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan
penetapan kinerja
Keterangan:
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian
kinerja
b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja

A 1 Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Kegiatan Penyusunan
Perkin pada semua jenjang

(1) Perjanjian Kinerja MAN 2 Aceh Utara Tahun 2024

62 Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Keterangan:
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan
menindaklanjuti hasil pemantauan
b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja
tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan
c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja
d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja

A 1 1. Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam pemantauan
pencapaian kinerja; 2. Dokumen seluruh pimpinan
menindaklanjuti hasil pemantauan kinerja 3. Capkin
triwulan

(1) 4.1 Supervisi Kepala Madrasah

63 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.5 100%

64 Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
Keterangan:
ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap

Y 1 Dokumen Renstra, RKAM dan RKA-KL (1) 8.2 RKAKL Madrasah

65 Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
Keterangan:
ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

Y 1 Dokumen Perkin (1) Penjanjian Kinerja antara Kepala Madrasah
dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten.

66 Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Keterangan:
ya, jika unit kerja memiliki IKU

Y 1 1. Renstra 2. Indikator Kinerja pada Perkin (1) 1. IKU MAN 2
(2) Renstra MAN 2
(3) Perkin MAN 2 2024

67 Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
Keterangan:
a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator
kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika
belum ada indikator kinerja yang SMART

A 1 Indikator Kinerja pada Perkin. (1) Renstra Tahun 2020-2024

68 Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
Keterangan:
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

Y 1 Laporan Kinerja Instansi (Laporan Lakip 2023) (1) Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572832_1735026924_Eviden 3 6 Dokumen Pemuktakhiran data informasi kepegawaian.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_572832_1735026924_Eviden 3 6 Dokumen Pemuktakhiran data informasi kepegawaian.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566579_1724476821_RENSTRA MAN 2 ACEH UTARA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566579_1724476821_RENSTRA MAN 2 ACEH UTARA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566579_1724476914_Rkt 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566579_1724476914_Rkt 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566579_1724477001_laporan_triwulanan SIPKA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566580_1724477060_PERKIN MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566581_1735186866_Eviden 4 Supervisi Kepala Madrasah.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566582_1735032504_Eviden 8 2 RKAKL MAN 2 AU.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566583_1717123390_PERKIN MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566583_1717123390_PERKIN MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566584_1735032587_SK - IKU MAN 2 ACEH UATAR 2020-2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566584_1735032676_RENSTRA MAN 2 ACEH UTARA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566584_1735100596_PERKIN MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566585_1724908991_RENSTRA MAN 2 ACEH UTARA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566586_1724909063_laporan_triwulanan SIPKA.pdf
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69 Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
Keterangan:
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja
c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja

A 1 1. Capkin 2. LKj (1) SKP GTK MAN 2 Aceh Utara Tahun 2023
(2) SKP GTK MAN 2 Aceh Utara Tahun 2023
(3) SKP GTK (Kaur TU) MAN 2 Aceh Utara Tahun
2023
(4) SKP GTK 2023

70 Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
Keterangan:
ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

Y 1 Aplilaksi SIPKA Capaian Kinerja (1) 4.1 Sertifikat Staf Tata Usaha
(2) 4.2 Sertifikat Moderasi beragama Pendik
(3) 4.3 Screen Shoot Apk Smart_Sakti_Sipka

71 Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi
akuntabilitas kinerja
Keterangan:
a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten
b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten
c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten

A 1 Sertikat dan prestasi tim penyusunan data akuntabilitas
kinerja organisai (SK pengelola keuangan dan kegitaan
bendahara)

(1) 5.1 Sertifikat Staf Tata Usaha
(2) 5.1 Screen Shoot Apk Smart_Sipka_Sakti
(3) 5.1 Sertifikat Wakamad

72 PENGUATAN PENGAWASAN 7.5 100%

73 Pengendalian Gratifikasi 1.5 100%

74 Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
Keterangan:
a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Jika belum dilakukan public campaign

A 1 banner, spanduk, medsos (dimuat secara berkala), web (1) Media Sosial, Web dan Benner
(2) Larangan Pemberian Parcel
(3) 5.1.a Laporan berkala Public Campaign

75 Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
Keterangan:
a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telahmenjadi bagian
dari prosedur
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai
dilakukan
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat
prosedur pengendalian
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi

A 1 - SK pengendali Gratifikasi - SOP pengendali Gratifikasi -
laporan

(1) SK Gratifikasi
(2) Larangan Gratifikasi
(3) Sop dan Laporan Pengendalian Gratifikasi tahun
2024
(4) Pernyataan penolakan Gratifikasi
(5) Public campaign dalam Pengendalian Gratifikasi

76 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5 100%

77 Telah dibangun lingkungan pengendalian
Keterangan:
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian

A 1 1. Laporan Hasil PK SPIP 2. Inovasi atas lingkungan
pengendalian

(1) SK SPIP
(2) Laporan SPIP
(3) Surat Edaran SPIP

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566587_1728617885_SKP Pendik (Sulaiman) 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566587_1728617901_SKP Pendik (Rina) 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566587_1728617937_SKP Kaur TU  (Iriani) 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566587_1728617937_SKP Kaur TU  (Iriani) 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566587_1735134845_skp 2023 gabung.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566588_1735185229_Eviden 4 Sertikat Staf Tata Usaha.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566588_1735185391_SERTIFIKAT 1 TH. 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566588_1735185828_eviden 4 .3 SS Apk Keuangan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566589_1735185929_Eviden 4 Sertikat Staf Tata Usaha.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566589_1735186100_eviden 4 .3 SS Apk Keuangan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566589_1735186186_14 sertifikat Agustus wakil kepala.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573064_1721188557_media sosial, benner dan web.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573064_1729494974_Larangan pemberian parsel.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573064_1734929857_Eviden 5 1 a Laporan berkala Public Campaign.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573065_1735187625_Eviden 5 Sk Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573065_1735189539_Eviden 5 4 Larangan Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573065_1735189181_Eviden 5 Implementasi Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573065_1735189181_Eviden 5 Implementasi Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573065_1735189457_Eviden 5 3 Pernyataan penolakan  Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573065_1735189589_Eviden 5 2 Public campaign dalam Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573066_1735198389_SK SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573066_1735198626_Laporan SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573066_1735199328_Surat Edaran SPIP WBS dan benturan Kepentingan.pdf
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78 Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
Keterangan:
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko

A 1 pemetaan risiko dari setiap kegiatan di madrasah (1) 4 7 Peta Risiko
(2) Penilaian Risiko
(3) Telah Dilakukan Penilaian Risiko

79 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
Keterangan:
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
resiko

A 1 1. Kegiatan pengendalian/ monitoring yang sesuai dengan
Risk Register 2. Inovasi

(1) Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan
kebijakan
(2) sk SPIP
(3) peta risiko

80 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Keterangan:
a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak
terkait
c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait

A 1 Media Informasi (Surat/banner/web/ medsos) (1) SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak terkait

81 Pengaduan Masyarakat 1.5 100%

82 Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
Keterangan:
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat

A 1 -web pengaduan (1) 5.11 Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
(2) 5 12 SOP Dumas

83 pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
Keterangan:
ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti

Y 1 kotak pengaduan dan laporan secara berkala (1) Tindak Lanjut Pengaduan Masayarakat
(2) rekapitulasi Penanganan WBS
(3) Kotak Pengaduan

84 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat
Keterangan:
a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara
berkala
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak
secara berkala
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi

A 1 Laporan monev pengaduan masyarakat secara berkala (1) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573067_1735123477_Eviden 7 Pemetaan risiko Area 5.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573067_1735199187_Eviden 4 8 Pemetaan risiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573067_1735200016_Laporan SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573068_1735199524_Laporan SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573068_1735199524_Laporan SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573068_1735199548_SK SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573068_1735200117_Eviden 4 8 Pemetaan risiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573069_1735203783_Laporan SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573069_1735203783_Laporan SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573070_1735207082_Eviden 5 11.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573070_1735207082_Eviden 5 11.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573070_1735207158_SOP Dumas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573071_1735208034_Eviden 5 12 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573071_1735208151_Eviden 5 13 rekapitulasi Penanganan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573071_1735208239_Eviden 5 14 Kotak Pengaduan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573072_1735208681_Eviden 5 15 Implementasi Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573072_1735208681_Eviden 5 15 Implementasi Pengaduan Masyarakat.pdf
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85 Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Keterangan:
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti

A 1 Laporan tindak lanjut evaluasi penangan pengaduan
masyarakat

(1) Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah
ditindaklanjuti
(2) SOP WBS
(3) Surat Edaran WBS

86 Whistle-Blowing System 1.5 100%

87 Whistle Blowing System telah diterapkan
Keterangan:
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan
Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System

A 1 1. Laporan Pengelolaan WBS (Banner WBS "jika anda
ingin melaporkan ... bisa mengisi link..) 2. Inovasi WBS

(1) SOP WBS
(2) Surat Edaran WBS
(3) Penerapan Whistle Blowing System
(4) SK Whistle Blowing System

88 Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
Keterangan:
a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara
berkala
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara
berkala
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi

A 1 Laporan Monev Penerapan WBS secara berkala (1) Dokumen Evaluasi Implementasi Whistle Blowing
System

89 Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Keterangan:
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti

A 1 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penerapan WBS (1) Tindak lanjut WBS
(2) Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut WBS

90 Penanganan Benturan Kepentingan 1.5 100%

91 Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama
Keterangan:
a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas
fungsi utama
b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian
besar tugas fungsi utama
c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian
kecil tugas fungsi utama
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama

A 1 Matrik identifikasi Benturan Kepentingan pada satker (1) SK Mutasi Guru
(2) Sk Benturan kepentingan_Matrik identifikasi
Penanganan Benturan Kepentingan
(3) Surat Edaran benturan Kepentingan
(4) SOP Benturan kepentingan

92 Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
Keterangan:
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
seluruh layanan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian besar layanan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian kecil layanan
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan
ke seluruh layanan

A 1 Dokumen Sosialisasi Benturan Kepentingan (1) Sosialisasi Benturan kepentingan

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573073_1735208856_Eviden 5 16 Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573073_1735208856_Eviden 5 16 Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573073_1735208926_SOP Dumas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573073_1735209083_Surat Edaran SPIP WBS dan benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573074_1735213238_SOP WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573074_1735213296_Surat Edaran SPIP WBS dan benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573074_1735213541_Eviden 6 17 Penerapan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573074_1735213666_Eviden 6 18 SK WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573075_1735213939_Eviden 5 18  Dokumen Evaluasi Implementasi Whistle Blowing.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573075_1735213939_Eviden 5 18  Dokumen Evaluasi Implementasi Whistle Blowing.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573076_1735214070_Eviden 5 20 Tindak lanjut WBs.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573076_1735214551_Eviden 5 19 Dokumen Evaluasi dan Tindak lanjut WBs.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573077_1735214650_ZIWBK Evident 32b Dokumen Mutasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573077_1735214869_Eviden 5 21 SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan & Matrik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573077_1735214869_Eviden 5 21 SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan & Matrik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573077_1735214914_Surat Edaran SPIP WBS dan benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573077_1735214976_SOP Benturan kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573078_1735215040_Eviden 5 21 SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan & Matrik.pdf
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93 Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
Keterangan:
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar
layanan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil
layanan
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh
layanan

A 1 Laporan/Matrik Monitoring/Pelaksanaan Benturan
Kepentingan

(1) Matrik Benturan Kepentingan

94 Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
Keterangan:
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit
kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala
oleh unit kerja
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja

A 1 Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
secara berkala

(1) Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

95 Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Keterangan:
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang
ditindaklanjuti unit kerja

A 1 Laporan/Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan
Benturan Kepentingan

(1) Matrik Laporan Benturan Kepentingan

96 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5 100%

97 Standar Pelayanan 1 100%

98 Terdapat kebijakan standar pelayanan
Keterangan:
a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan,
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan,
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan

A 1 SK standar pelayanan (1) Standar Pelayanan 2024
(2) Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara

99 Standar pelayanan telah dimaklumatkan
Keterangan:
a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan
dipublikasikan di website dan media lainnya
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan
dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan
dan belum dipublikasikan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan
belum dipublikasikan

A 1 Maklumat Pelayanan (1) Banner Maklumat Pelayanan

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573079_1735215083_Eviden 5 21 SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan & Matrik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573080_1735215144_Eviden 5 21 SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan & Matrik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573081_1729476995_rekap penanganan benturan kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566643_1724474594_Sk Sp Ptsp MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566643_1735200307_Aspek Reform Eviden 12 Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566644_1724475075_WhatsApp Image 2024-07-25 at 09.30.25.jpeg
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100 Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
Keterangan:
a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan
melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha,
dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa
melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa
melibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

A 1 (1) Standar Operasional Pelayanan (2) Laporan Review
Standar Pelayanan

(1) Standar Pelayananan
(2) Laporan Review Standar Pelayananan

101 telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
Keterangan:
ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan

Y 1 (1) Maklumat Pelayanan (2) Publikasi Maklumat
Pelayanan Di Web & Sosial Media (3) Publikasi Standar
Pelayanan di Web MAN 2 Aceh Utara

(1) Maklumat pelayanan
(2) Website MAN 2 Aceh Utara

102 Budaya Pelayanan Prima 1 100%

103 Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau
kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
Keterangan:
a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan
terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat
kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan
b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru
sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan
jenis layanan
d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas,
sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis
layanan

A 1 Capacity Building Pelayan Prima (1) Sosialisai Pelayanan Prima

104 Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
Keterangan:
a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik
nasional
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di
tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses

A 1 Informasi layanan Via Website dan Sosial Media (1) Informasi layanan

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566645_1735215405_Aspek Reform Eviden 12 Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566645_1735215444_Eviden 6 5 Laporan Review Standar Pelayanan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566646_1724475905_MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN MAN 2 ACEH UTARA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566646_1735201699_Eviden 6 12 Layanan Terpadu.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566647_1735201409_Eviden 6 8  Sosialisasi Pelayanan Prima.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566648_1735201520_Eviden 6 9 Informasi Layanan.pdf
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105 Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas
pemberi pelayanan
Keterangan:
a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan,
dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan,
namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum
memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna
layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi

A 1 SK tentang Standar Pelayanan yang menyangkut tentang
reward, punishment dan kompensasi

(1) Sk dan penilaian Terhadap Petugas Pelayanan

106 Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar
Keterangan:
a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar

A 1 SK tentang Standar Pelayanan yang menyangkut tentang
reward, punishment dan kompensasi

(1) SK standar Pelayanan
(2) Kompensasi Pelayanan

107 Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
Keterangan:
a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi

A 1 Layanan PUSAKA SuperApps, PTSP (1) Screen shot layanan terpady yang terintegrasi

108 Terdapat inovasi pelayanan
Keterangan:
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja
lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja
lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat
c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan
dari inovasi yang sudah ada
d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi
dari instansi pemerintah
e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

A 1 inovasi Layanan (cth Pojok Baca) (1) Inovasi Agen Perubahan

109 Pengelolaan Pengaduan 1 100%

110 Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi
dengan SP4N-Lapor!
Keterangan:
a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia
petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia
petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun
belum tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan

A 1 Screenshoot media/sistem pengaduan dan konsultasi
layanan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR

(1) Media Konsultasi yang terintegrasi

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566649_1735215628_Eviden 6 10 Sk dan Penilaian Petugas Pelayanan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566650_1735201126_Aspek Reform Eviden 12 Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566650_1735201207_Eviden 6 11  Pemberian Kompensasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566651_1735200646_Eviden 6 12 Layanan Terpadu.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566652_1735215913_Aspek Reform 7 3 Realisasi kerja Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566653_1735200465_Eviden 6 15 Media Konsultasi yang terintegrasi.pdf
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111 Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
Keterangan:
a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola
khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta
belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja

A 1 1. SK pengelola LAPOR sesuai dengan KMA Nomor 656
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pegaduan
Pelayanan pada Kementerian Agama 2. Screenshot/cetak
hasil jawaban atau klarifikasi atau penjelasan terhadap
pengaduan/konsultasi melalui aplikasi SP4N-LAPOR
(lapor.go.id)

(1) Eviden 6 16 SK SPAN Lapor

112 Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
Keterangan:
a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara
berkala
b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak
berkala
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi

A 1 Rekapitulasi penanganan keluhan/masukkan (1) Penanganan Keluhan

113 Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1 100%

114 Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Keterangan:
a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali
dalam setahun
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali
dalam setahun
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam
setahun
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

A 1 Laporan survey internal berkala (1) Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

115 Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
Keterangan:
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media
sosial, dll) dan offline
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat
layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi

A 1 Screenshot hasil survei secara online (pada website,
media sosial, dll) dan offline

(1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

116 Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
Keterangan:
a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat
b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan
masyarakat
c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
masyarakat
d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

A 1 - (1) Laporan Tindak lanjut Hasil Survey

117 Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 100%

118 Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
Keterangan:
a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh
proses pemberian layanan
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian
besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil
proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses
pemberian pelayanan

A 1 Screenshoot ketersediaan teknologi informasi untuk
seluruh jenis layanan (sesuai SK tentang SP)

(1) Penerapatan TI dalam Pelayanan

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566654_1735216695_Eviden 6 16 SK SPAN LApor.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566655_1735201031_Eviden 6 17 Penaganan keluhan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566656_1735191527_Eviden 6 19 Laporan Hasil Survey Pelayanan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566657_1735191609_Eviden 6 20 Survey Pelayanan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566658_1735216173_Eviden 6 21 Laporan tindak lanjut Hasil Survey .pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566659_1735200828_Eviden 6 23 penerapan TI dalam Pelayanan.pdf
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119 Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
Keterangan:
Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi

Y 1 Screenshoot database pelayanan yang terintegrasi (1) Database Terintegrasi Website

120 Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
Keterangan:
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan

A 1 Program pemeliharaan dan pengembangan secara terus
menerus

(1) Upgrade Perbaikan Data diAplikasi/Website

121 REFORM 27.15 90.5%

122 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.75 93.75%

123 Komitmen dalam perubahan 2 100%

124 Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1
tahun)
Keterangan:
Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah
Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan

100% 1

125 - Jumlah Agen Perubahan
Keterangan:
Jumlah Agen Perubahan pada instansi

4 Sk Penetapan Agen Perubahan (1) Sk Agen Perubahan

126 - Jumlah Perubahan yang dibuat
Keterangan:
Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan

4 Sudah Jelas (1) (1) 5.1. PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN

127 Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem
manajemen
Keterangan:
Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem
manajemen

100% 1

128 - Jumlah Perubahan yang dibuat
Keterangan:
Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan

4 Program Kerja Agen Perubahan (1) jumlah Perubahan Yang sudah dibuat oleh Agen
Perubahan

129 - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen
Keterangan:
Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen

4 Program Kerja Agen Perubahan Yang di Integrasikan (1) Laporan Realisasi Kinerja Agen Perubahan

130 Komitmen Pimpinan 0.75 75%

131 Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi,
dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
Keterangan:
a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja
dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja
dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja
dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja,
namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan)
e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja

B 0.75 1.Rencana Kerja Zona Integritas 2. Perkin Kamad (1) Rencana Kerja ZI dan Perkin Kepala Madrasah

132 Membangun Budaya Kerja 1 100%

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566660_1735216505_Eviden 6 24 Database Terintegrasi WEB.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_566661_1735216552_Eviden 6 25 Upgrade Data Website Aplikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573934_1720594117_Agen Perubahan20240709_12361748.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573935_1734929553_5 1  PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573936_1735210712_Aspek Reform. Eviden 7 3 Laporan Realisasi Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573936_1735210712_Aspek Reform. Eviden 7 3 Laporan Realisasi Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573937_1735210751_Aspek Reform. Eviden 7 3 Laporan Realisasi Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573938_1735192657_Aspek Reform. Eviden 10.1 Rencana Kerja ZI dan Perkin Kamad.pdf
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133 Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
Keterangan:
a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi
ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi

A 1 Laporan Kegiatan Core Value ASN Berakhlak (1) 12.1 KODE ETIK GURU, TENAGA
KEPENDIDIKAN, PESERTA DIDIK

134 PENATAAN TATALAKSANA 3.5 100%

135 Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.5 100%

136 Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
Keterangan:
a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh
jabatan
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
kecil (kurang dari 50%) jabatan
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan
jabatan

A 1 KMA tentang Peta Proses Bisnis yang baru (1) 3.1 Peta Proses Bisnis Mempengaruhi
Penyederhanaan Jabatan

137 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1 100%

138 Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
Keterangan:
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik
yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih
cepat dan efisien

A 1 ss Aplikasi dari pusat (1) Implementasi SBE dalam Pelayanan
(2) Implementasi SBE dalam Pelayanan

139 Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
Keterangan:
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal
unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit
kerja yang lebih cepat dan efisien

A 1 Penjelasan tentang kecepatan dan efisiensi pemanfaatan
layanan melalui media online yang ada (before - after)

(1) Penerapan SPBE
(2) Penerapan SPBE

140 Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2 100%

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573939_1735135529_Eviden 12 1 COre Value ASN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573939_1735135529_Eviden 12 1 COre Value ASN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573099_1735136439_.KMA 1364 THN 2021. PETA PROBES KEMENAG 2021.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573099_1735136439_.KMA 1364 THN 2021. PETA PROBES KEMENAG 2021.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573100_1735211652_Aspek Reform. Eviden 2.2 Implementasi SPBE Pelayanan Publik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573100_1735211688_Eviden 6 23 penerapan TI dalam Pelayanan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573101_1735211796_Eviden 6 23 penerapan TI dalam Pelayanan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573101_1735211815_Aspek Reform. Eviden 2.2 Implementasi SPBE Pelayanan Publik.pdf
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141 Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
Keterangan:
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi
unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan

A 1 Grand design/roadmap/kerangka acuan/TOR program
transformasi digital yang ditetapkan oleh pimpinan satuan
kerja

(1) Program Kerja TransFormasi Digital

142 Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
Keterangan:
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan

A 1 Laporan/bukti dukung pemanfaatan transformasi digital (1) Laporan Transformasi Digital

143 Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan
nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
Keterangan:
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit
kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
pelayanan publik
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan

A 1 survey wali siswa, laporan tindak lanjut dari aplikasi pusat. (1) Survey kepuasan Masyarakat
(2) Laporan Survey kepuasan Masyarakat

144 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 3 60%

145 Kinerja Individu 1.5 100%

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573102_1735212389_Aspek Reform 8 4  Laporan Transformasi Digital.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573103_1735212432_Aspek Reform 8 4  Laporan Transformasi Digital.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573104_1735192775_Eviden 6 20 Survey Pelayanan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573104_1735192804_Eviden 6 19 Laporan Hasil Survey Pelayanan Masyarakat.pdf
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146 Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
Keterangan:
a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)

A 1 SKP dari pimpinan sampai dengan pelaksana (1) 9.1 SKP Pendik dan Tendik Tahun 2023

147 Assessment Pegawai 1.5 100%

148 Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan
pengembangan karir pegawai
Keterangan:
a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan
kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawai
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan
kompetensi pegawai

A 1 Rekap hasil assesmen yang disandingkan dengan mutasi
dan pengembangan kompetensi

(1) Mutasi Guru
(2) Asesment Kepala Madrasah
(3) Asesment Pendik dan tendik

149 Pelanggaran Disiplin Pegawai 0 0%

150 Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
Keterangan:
Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah
pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian
dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya

100% 0

151 - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun sebelumnya

0 Rekap Pelanggaran Disiplin Pegawai 2023 (1) Rekap Pelanggaran Disiplin Pegawai 2023

152 - Jumlah pelanggaran tahun ini
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun ini/tahun berjalan

0 Surat Keterangan tidak ada pelanggaran (1) Surat Keterangan tidak ada pelanggaran

153 - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai yang telah diberikan sanksi/hukuman

0 Keterangan tidak ada sanksi pada tahun berjalan (1) Keterangan tidak ada sanksi pada tahun berjalan

154 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5 100%

155 Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2 100%

156 Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
Keterangan:
Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja

100% 1

157 - Jumlah Sasaran Kinerja
Keterangan:
Jumlah Sasaran Kinerja Unit Kerja/Organisasi

15 sasaran perkin (1) Perjanjian Kinerja Kamad Tahun 2024

158 - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
Keterangan:
Jumlah Sasaran Kinerja UNit Kerja/Organisasi yang tercapai 100% atau lebih

100 jumlah sasaran laporan kinerja (lakip) (1) Perjanjian kinerja Kamad tahun 2024
(2) Laporan Kinerja Triwulan II MAN 2 Aceh Utara
(3) Laporan Kinerja Tahun 2024

159 Pemberian Reward and Punishment 1.5 100%

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573241_1735138381_skp 2023 gabung.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573242_1735212657_ZIWBK Evident 32b Dokumen Mutasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573242_1735219568_Eviden 4 Supervisi Kepala Madrasah.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573242_1735219769_Asesment Tendik Pendik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573243_1724909901_Rekapitulasi Pelanggaran Tahun sebelumnya (2023).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573244_1724910048_KETERANGAN TIDAK ADA PELANGGARAN DISIPLIN TAHUN BERJALAN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573245_1724910179_KETERANGAN TIDAK ADA TEGURAN TAHUN BERJALAN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573269_1724476406_PERKIN MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573270_1724476544_PERKIN MAN 2 (1).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573270_1724476595_laporan_triwulanan SIPKA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573270_1735218257_LAporan Kinerja Tahun 2024.pdf
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160 Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai
pemberian reward and punishment bagi organisasi
Keterangan:
a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian
reward and punishment
b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian
reward and punishment

A 1 laporan kinerja waka, pembina (1) Perkin Kepala Madrasah Tahun 2024
(2) Suoervisi Kamad
(3) Laporan Kinerja Wakamad
(4) Program Kinerja Wakamad
(5) Laporan Kinerja Tahun 2024
(6) Pemberian Reward Tenaga Kependidikan
(7) Pemberian Reward Tenaga Pendidik
(8) Pemberian Reward Petugas PTSP

161 Kerangka Logis Kinerja 1.5 100%

162 Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang
mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan
kinerja seluruh pegawai?
Keterangan:
a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi
dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi
namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama
organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
d. Kerangka Logis kinerja belum ada

A 1 Cascading kinerja pimpinan satker hingga pelaksana (1) Perkin Kamad
(2) Cascading MAN 2 Aceh Utara

163 PENGUATAN PENGAWASAN 6.9 92%

164 Mekanisme Pengendalian 2.5 100%

165 Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
Keterangan:
a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari
perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh
penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan
peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari
perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh
penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak
pada peningkatan kinerja unit kerja
c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari
perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh
penanggung jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi

A 1 Dokumen pemantauan pengendalian resiko tingkat
organisasi dan dokumen pendukung atas kegiatan
pengendaliannya

(1) Peta Risiko

166 Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.4 80%

167 Persentase penanganan pengaduan masyarakat
Keterangan:
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus
diselesaikan

80% 0.8

168 - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
Keterangan:
Jumlah dumas yang harus ditindaklanjuti

15 Sudah Jelas (1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

169 - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
Keterangan:
Jumlah dumas dalam diproses

3 Sudah Jelas (1) Pengaduan Masyarakat

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735192928_PERKIN MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735217141_Eviden 4 Supervisi Kepala Madrasah.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735212939_12,1 LAPORAN  KERJA - 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735212969_1,2, Program kerja humas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735218294_LAporan Kinerja Tahun 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735218410_Eviden 3 4 d  Pemberian Reward.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735218479_Reward Pendik.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573271_1735218534_Eviden 6 10 Sk dan Penilaian Petugas Pelayanan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573272_1735217045_PERKIN MAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573272_1735220169_Cascading MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574338_1735202328_Eviden 4 8 Pemetaan risiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574339_1735217273_Eviden 5 12 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574340_1735217335_Eviden 5 15 Implementasi Pengaduan Masyarakat.pdf
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170 - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
Keterangan:
Jumlah dumas yang selesai di TL

12 Sudah Jelas (1) Evaluasi Tindak Lanjut PEngaduan Masyarakat

171 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2 100%

172 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

173 Persentase penyampaian LHKPN
Keterangan:
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005

100% 1

174 Jumlah yang harus melaporkan
Keterangan:
Jumlah yang harus melaporkan LHKPN

39

175 - Kepala satuan kerja
Keterangan:
Penyampaian LHKPN bagi Kepala Satker

0 Bukti Lapor Tidak Ada Pejabat Eselon III dan IV (1) Laporan tidak ada pejabat Eselon III & IV di Man
2 Aceh Utara

176 - Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
Keterangan:
Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN

0 Bukti Lapor Tidak Ada Pejabat Eselon III dan IV (1) Laporan tidak ada Pejabat Eselon III & IV pada
MAN 2 Aceh Utara
(2) Laporan LHKPN

177 - Lainnya
Keterangan:
Pegawai Lainnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN

39 Bukti Lapor ASN (1) Dokumen Bukti Lapor LHKPN Tahun 2024

178 Jumlah yang sudah melaporkan
Keterangan:
Jumlah yang sudah melaporkan LHKPN

39 Bukti Lapor ASN (1) Dokumen Bukti Lapor LHKSN tahun 2023 -
Rekap Hasil Bukti Lapor LHKSN tahun 2023

179 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

180 Persentase penyampaian LHKASN
Keterangan:
Penyampaian LHKASN diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015

100% 1

181 Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
Keterangan:
Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)

39

182 - Pejabat administrator (eselon III)
Keterangan:
Pejabat administrator (eselon III)

0 Bukti Lapor Tidak Ada Pejabat Eselon III dan IV (1) Bukti Tidak Ada Pejabat Eselon III & IV di MAN 2
Aceh Utara
(2) KMA no 126 TAHUN 2015 tentang kewajiban
menyampaikan harta kekayaan Pegawai ASN
KEMENAG

183 - Pejabat Pengawas (eselon IV)
Keterangan:
Pejabat Pengawas (eselon IV)

0 Bukti Lapor Tidak Ada Pejabat Eselon III dan IV (1) Tidak Ada Pejabat Eselon III & IV

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574341_1735217413_Eviden 5 12 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574342_1729314401_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574342_1729314401_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574343_1729314522_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574343_1729314522_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574343_1729314610_Rekap Pelaporan LHKPN 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574344_1729314686_Rekap Pelaporan LHKPN 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574345_1729314744_Rekap Pelaporan LHKPN 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574345_1729314744_Rekap Pelaporan LHKPN 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574346_1729312939_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574346_1729312939_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574346_1729314124_KMA Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Wajib LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574346_1729314124_KMA Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Wajib LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574346_1729314124_KMA Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Wajib LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574347_1729312993_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
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184 - Jumlah Fungsional dan Pelaksana
Keterangan:
Jumlah Fungsional dan Pelaksana

39 Bukti Lapor ASN (1) Dokumen Bukti Laor LHKPN Thaun 2023
(2) Surat Keterang LHKPN

185 Jumlah yang sudah melaporkan
Keterangan:
Jumlah yang sudah melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)

39 Bukti Lapor ASN (1) Dokumen Bukti Lapor LHKPN 2023
(2) Rekap Bukti Lapor LHKPN Tahun 2023

186 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5 100%

187 Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.5 100%

188 Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Keterangan:
a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh
pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)
b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak
pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)
c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
d. Belum ada inovasi

A 1 Matrik Kondisi Before-After Inovasi Pelayanan MAN 2
Aceh utara

(1) Dampak Positif Inovasi Layanan 2024
(2) Matriks Kondisi Before After inovasi layanan 2024

189 Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
Keterangan:
Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar

100% 1

190 - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar
Keterangan:
Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar

235 Sudah Jelas (1) Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara Tahun
2024

191 - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
Keterangan:
Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah

235 Sudah Jelas (1) Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara Tahun
2024

192 Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 2.5 100%

193 Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media
secara responsive dan bertanggung jawab
Keterangan:
a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui
berbagai kanal/media
b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui
kanal/media yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai
kanal/media
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas

A 1 Matriks Rekapitulasi Pengaduan dan Kecepatan Respon
Tindak Lanjutnya

(1) MATRIKS PENGADUAN DAN KECEPATAN
RESPON 2024

194 HASIL 40 100%

195 BIROKRASI BERSIH AKUNTABEL 22.5 100%

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574348_1729313983_Rekap Pelaporan LHKPN 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574348_1729314014_Surat Keterangan tidak ada pejabat eselon III & IV.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574349_1729313828_Rekap Pelaporan LHKPN 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_574349_1729313884_Rekap Pelaporan LHKPN 2023.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573432_1724834674_DAMPAK POSITIF INOVASI PELAYANAN DI MAN 2 ACEH UTARA TAHUN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573432_1724834718_MATRIKS INOVASI PELAYANAN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573433_1735194304_Aspek Reform Eviden 12 Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573433_1735194304_Aspek Reform Eviden 12 Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573434_1735194265_Aspek Reform Eviden 12 Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573434_1735194265_Aspek Reform Eviden 12 Standar Pelayanan MAN 2 Aceh Utara.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573435_1724833366_MATRIKS PENGADUAN DAN KECEPATAN RESPON 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_573435_1724833366_MATRIKS PENGADUAN DAN KECEPATAN RESPON 2024.pdf
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196 Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
Keterangan:
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks
Persepsi Anti Korupsi / IPAK)
Nilai (0-4)

4 17.5 Nilai Survei eksternal/Indeks Persepsi Korupsi (1) Survey Persepsi Anti Korupsi tw 1
(2) Survey Persepsi Anti Korupsi tw 2
(3) Survey Persepsi Anti Korupsi tw 3

197 Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya
Keterangan:
a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja
utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata
capaian kinerja unit yang sejenis;
b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama
tahun sebelumnya;
c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari
capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja
utama yang tidak tercapai;
e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil

A 5 Laporan Kinerja (LKJ) (1) Laporan Kinerja Tahun 2024

198 PELAYANAN PUBLIK PRIMA 17.5 100%

199 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
Keterangan:
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)
Nilai (0-4)

4 17.5 Nilai Survei Eksternal Kualitas pelayanan Publik (1) Survey Pengaduan MAsyarakat
(2) Laporan Survey Pengaduan MAsyarakat

INDEKS PMPZI 96.99 

http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_617207_1735219970_Survey Persepsi Anti Korupsi tw 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_617207_1735219989_Survey Persepsi Anti Korupsi tw 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_617207_1735220010_Survey Persepsi Anti Korupsi tw 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_617208_1735218588_LAporan Kinerja Tahun 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_623748_1735202863_Eviden 6 20 Survey Pelayanan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_623748_1735202907_Eviden 6 19 Laporan Hasil Survey Pelayanan Masyarakat.pdf

